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Abstrak
 

Pada tanggal 15 Januari 2014 telah diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara. Dengan berlakunya undang-undang tersebut telah terjadi pula perubahan komposisi kelembagaan

yang mengurusi urusan kepegawaian dan sumber daya aparatur negara yaitu, i Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 'Kemenpan-RB', yang berwenang dalam perumusan dan

penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan

ASN; ii Komisi Aparatur Sipil Negara 'KASN' yang berwenang dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin terwujudnya Sistem Merit serta pengawasan terhadap

penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN; iii Lembaga Administrasi Negara 'LAN' yang

berwenang dalam penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan ASN; dan iv Badan Kepegawaian Negara 'BKN' yang berwenang dalam

penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur,

dan kriteria Manajemen ASN. Namun dalam penerapan Manajemen ASN masih jauh dari kata sempurna.

Hal ini terjadi karena masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik dari lembaga

pemerintah, Aparatur Sipil Negara itu sendiri, maupun Pejabat daerah terkait.

......

Law No. 5 of 2014 concerning on State Civil Apparatus 'State Civil Apparatus Law' has became effective

since15 January 2014. The effectiveness of this State Civil Apparatus Law changed the organizational

composition that will be taking care of the personnel affairs and resources of the state apparatus which are, i

The Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform Komisi Aparatur Sipil Negara or 'Kemenpan RB',

that authorized in the policies formulation and stipulation, coordination, synchronization, and supervision of

policies implementation ASN ii State Civil Apparatus Commission Komisi Aparatur Sipil Negara 'KASN',

that authorized in the monitoring and evaluation of the implementation of ASN Management and Policy to

ensure the realization of merit system along with the supervision of the application of ASN rsquo s

principles and codes of conduct iii Public Administration Institute Lembaga Administrasi Negeara or 'LAN',

that authorized in conducting research, ASN Management policy review, and ASN coaching and training iv

State Personnel Board Badan Kepegawaian Negara or 'BKN' that authorized in the implementation of ASN

Management, conducting supervision and control of the norms, standards, procedure, and criteria of ASN

Management. However, the application and implementation of the ASN Management itself is still far from

the word of perfect. This happens because there are still many of deviations occur either from the

government agencies, or the ASN itself, as well as the related local officials.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20466466&lokasi=lokal

